
 

 

 

 

BUPATI BANYUWANGI 

SALINAN  
 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 
NOMOR    18   TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 
KABUPATEN BANYUWANGI 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 
 

BUPATI BANYUWANGI 
 

MENIMBANG : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan 
kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2009 
serta menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 160 ayat (4) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 dan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Bupati 
Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka perlu merubah 
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 dengan 
menetapkan dalam Peraturan Bupati. 

  
MENGINGAT : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
 
 
 
 



6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah 
lagi dengan Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 21 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2009  tentang 
Tata Cara Pergeseran Anggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun Anggaran 2009; 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

14.  
 

 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 
BUPATI BANYUWANGI NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 
2013. 

 
Pasal 1 

 



Dengan Peraturan ini ditetapkan Perubahan Peraturan Bupati 
Banyuwangi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 
 sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini. 
 

Pasal 2 
 
Perubahan dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini meliputi 
Penggeseran Anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian obyek 
belanja dalam obyek berkenaan. 

 
Pasal 3 

 
Uraian penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 Peraturan ini terinci dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Banyuwangi Nomor 01 Tahun 2013. 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 
 

 Ditetapkan di Banyuwangi 
Tanggal     13-05-2013 

 
 

BUPATI BANYUWANGI 
 
 TTD 
 
  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS, Msi 

 
 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada tanggal   13-05-2013 

  

 
 

 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI 
 
 TTD 
 
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19561008 198409 1 001 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 18 
        


